SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 90 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG

Menimbang

Mengingat

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan  birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah;

bahwa  untuk mendukung pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten Temanggung perlu melakukan penyesuaian
terhadap kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja
Perangkat Daerah;

bahwa  untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 885);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasai dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021
Nomor 110) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Perangkat Daerah, terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Inspektorat;

d. Dinas Daerah, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup;

5. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran;

6. Dinas Sosial;

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
17. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
e. Badan Daerah terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;

2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
f. Kecamatan.
(2) Bagan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



2. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:

a.
b.

R0 a0

Inspektur;
Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
Inspektur Pembantu I;
Inspektur Pembantu II;
Inspektur Pembantu III;
Inspektur Pembantu IV;
Inspektur Pembantu Khusus; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.

(5) Dihapus.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(7) Bagan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 25 Paragraf 14 BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paragraf 14
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, terdiri atas:

a.
b.

€.

Kepala;

Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional,
yaitu:

a. Sub Bagian Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Koordinator Penanaman Modal, terdiri atas kelompok jabatan
fungsional.

Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas kelompok
jabatan fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(6) Bagan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40

(1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Koordinator
dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.

(2) Tugas tambahan dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mendayagunakan Pejabat
Fungsional sesuai dengan kompetensi.

(3) Penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar
belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau diluar
Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.

(4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi
pemilik kinerja.

. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Pada unit kerja fungsional ditunjuk Koordinator untuk pelaksanaan tugas
dan pengelolaan kegiatan.

(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas
tambahan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang ditunjuk.

(3) Tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu
Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan,
pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.



3.

4.

5.

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Untuk kebutuhan dan/atau kepentingan organisasi, Kepala Perangkat
Daerah dapat melakukan perpindahan penunjukan Koordinator dalam
internal Perangkat Daerah dengan ketentuan dalam satu jenis jabatan

fungsional yang sama.

(2) Penunjukan sebagai Koordinator lintas Perangkat Daerah dalam satu jenis
jabatan fungsional yang sama dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku

Pejabat Yang Berwenang.

Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Koordinator, Kepala Perangkat Daerah dapat
menunjuk Pejabat Fungsional atau Pelaksana Senior yang memenuhi

syarat.

(2) Dalam hal penunjukan Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak terpenuhi, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Pejabat yang
berwenang di bidang Kepegawaian.

(3) Penunjukan Pelaksana Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
Koordinator dilakukan apabila belum tersedia Jabatan Fungsional yang

sesuai.

(4) Kepala Perangkat Daerah melaporkan rencana penunjukan Koordinator di
lingkungannya kepada Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian,
untuk menghindari kekosongan karena tidak ada Pejabat Fungsional
dan/atau Pelaksana Senior yang memenuhi syarat sekaligus untuk

penyesuaian tambahan perbaikan penghasilan yang bersangkutan.

(5) Penunjukan Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Kepala
Perangkat Daerah atas persetujuan Pejabat yang berwenang di bidang
kepegawaian.

Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Koordinator mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan
Pejabat Administrator.

(2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakhir dengan ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai tambahan

penghasilan berbasis kelas jabatan.



6. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan dan melaksanakan tugasnya
sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru; dan

b. pejabat struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya
sampai dengan ditetapkannya pejabat fungsional yang baru.

7. Ketentuan bagan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

8. Ketentuan bagan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII diubah, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.
HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 90




BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
INSPEKTORAT NOMOR 90 TAHUN 2022
KABUPATEN TEMANGGGUNG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG
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BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ
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ttd.

M. AL KHADZIQ
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